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KEDALUWARSA dari hal

eksekusi didaftarkan kepada
panitera PN.

Selanjutnya, pada Pasal 62
ayat 3 menyebutkan bahwa jika
ketua PN menolak permohonan
pelaksanaan eksekusi, dalam
artian bahwa dalam waktu 30
hari tidak ada perintah eksekusi,
maka terhadap putusan ketua
PN tersebut tidak terbuka upaya
hukum apapun. 3

Sesuai dengan penjelasan
tersebut diatas, kata Bartho,
maka pihak Pemkot berpendapat
bahwa sengketa jembatan Palu
IV (jembatan Ponulele untuk
sebutan Bartho), tidak layak
lagi untuk dipersoalkan saat ini
karena waktunya sudah sangat
kedaluwarsa jika merujuk pada
aturan tersebut.

PEMKOT BERI JAWABAN
Pemerintah Kota (Pemkot) Palu
melalui tim kuasa hukumnya,
Kamis (6/11/2014), memberikan
jawaban ke Pengadilan Negeri

(PN) Palu atas putusan majelis
Badan Arbitrase Nasional

Indonesia (BANI) yang
menghukum Pemkot harus
membayar Rp25,06 miliar kepada
PT Global DayaManunggal (GDM).

Tim kuasa hukum Pemkot
tersebut beranggotakan tujuh
orang yang terdiri Bagian Hukum
dan Perundang-undangan
Pemkot, Kepala Kejari Palu serta
pengacara Pemkot Abdurrahman
Kasim.

Kasubag Bantuan Hukum
dan HAM Sekretariat Daerah
(Setda) Kota Palu Muh. Zakki
mengatakan, pihak Pemkot masih
tarafmusyawarah dan koordinasi
dengan PT. GDM yang dimediasi
Ketua PN Palu. Isi pertemuan
tersebut, masih seputar
musyawarah untuk mencapai
kesepakatan. “Bagaimana
keinginan mereka dan Pemkot
untuk disampaikan kepada Ketua
PN Palu,” ujarnya.

la katakan masih ada upaya

hukum sebagai penolakan atas
hukuman membayar denda
sebesar Rp25 Miliar yang
dibebankan terkait pembangunan
Jembatan IV tahun 2007.

Pemkot Palu juga telah
menolak atas pembebanan denda
tersebut. Sebab, persoalan ini
juga dianggap belum tuntas
putusannya karena dianggap
tidak mendasar.

Apalagi jembatan IV Palu
meruapakan asset daerah yang
digunakan untuk kepentingan
publik.

Sebelumnya, .vmasmsnzsmz.

Jembatan [Vatau jembatan kuning
kebanggaan warga Palu yang
melintasi muara Sungai Palu
ternyata meninggalkan masalah
bagi Pemkot. Hal itu menyusul
putusan Badan Arbitrase
Nasional Indonesia (BANI) yang
menghukum Pemkot harus
membayar Rp25.061.085.000
kepada PT Global DayaManunggal
(GDM).

Putusan Majelis Evzsmm BANI sm :
yang tertuang dalam patusans

Nomor: 258/V/ATB-BAN/2007
tanggal 2 Oktober 2007181tz
utang pembangunan|

Palu pada PT GDM selgkh

Rinciannya, hutang pe!
Rp14.961.230.000

keterlambatan sam )
2014 sebesar Rp10,099.855.000. .
Humas Peng: \\._ww:.zﬁm: .

itan putusan.
Majelis Arbitrase BANI Nomaor:
258/V/ATB-BAN/2007 tanggal

2 Oktober 2007, Ketua PN Palu

telah menerbitkan penetapan
aanmaning ﬁmw:—,ms\umzam%wa
Nomor: 258/V/ARB-BAN1/2007
tertanggal 16 Oktober 2014.
Penetapan aanmaning
yang diterbitkan berdasarkan
permohonan PT GDM untuk
melaksanakan putusan BANI itu,
Pemkot Palu dan PT GDM telah
memenuhi panggilan PN Palu
pada Rabu 29 Oktober 2014
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I berkaitan permintaan PT &M
Hasil laporan ke Waliko!
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perwakilan Pemkot Palu

.

¢ % R x¥ e
bada pertemiian mmamw:ﬂmmmw_ , sedangkan oleh Aly Lallidsd 2

 Adapuh pasal yang dipersangkakar

cal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Ta

diberikan waktu delapar Bafi - qagan 4 Nomor 20 Tahun 2001 ten!

unak menyampaikan ke Wali

atu

kan

el berkekua
tetap (Inkra).
Dikatakan Rommel, apabila
pada pertemuan berikut tidak
terjadi kesepakatan antara
Pemkot Palu dan PT GDM,
maka keputusannya akan
dikembalikan pada kedua pihak.
ika dilanjutkan (eksekusi),
maka pengadilan akan melakukan .
langkah sesuaiaturan perundang-
undangan,” tandasnya. SAH/ABS

| Kasts keduanystberdiri sendiri-senc
. DiPAberbeda,” tutup Sudirman.

o m,mnm%w: S@&uwﬂ keduatersangka
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Kedua tersangka akan

Rugan Klas 114 Paiu, ser
wartawan yang akan mengambil ga
merupakan simpatisan tersangka.
Insiden berawal ketika sejumlah
proses penahanan kedua tersangka
tersangka keluar ruangan, langsung
yang diparkir tidak terlalu jauh dar
Sejumlah wartawan yang melil
berusaha mengejar untuk mengamt
oleh mmaummmws;aam.ﬁmxw. AMR/AGH
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REBUTAN dari hal ...

“Fakta konfigurasi pimpinan AKI
nilai proporsionalitas dan keadila




